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ABSTRAK

Tanah merupakan aset vital bagi masyarakat Kota Yogyakarta yang memiliki
nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi, namun keterbatasan lahan sering kali
memicu sengketa pertanahan yang kompleks. Meskipun regulasi penanganan kasus
pertanahan telah diperbarui melalui Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun
2020, praktik di lapangan menunjukkan bahwa efektivitas mediasi masih menghadapi
tantangan besar, terlihat dari rendahnya angka perdamaian yang tercapai di Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta. Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam penyelesaian sengketa tanah melalui
mediasi berdasarkan peraturan terbaru tersebut, serta apa saja faktor penghambat dan
solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam proses mediasi tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat
deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis efektivitas aturan
hukum dalam praktik nyata. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung
dengan staf Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta, sementara data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap
peraturan perundang-undangan dan literatur terkait. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan menggunakan kerangka Teori Perlindungan Hukum dari Satjipto
Rahardjo untuk melihat pengayoman hak asasi manusia, serta Teori Kepastian Hukum
dari Gustav Radbruch yang menekankan pada nilai keadilan, kemanfaatan, dan
kepastian dalam tatanan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta telah
menjalankan kewenangannya sebagai mediator netral dan fasilitator dialog sesuai
prosedur Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, namun hasilnya belum
optimal karena hanya berfungsi fasilitatif bukan eksekutorial. Dari 47 aduan sengketa
yang masuk selama tahun 2022-2025, hanya 6 kasus yang berhasil mencapai
kesepakatan damai melalui mediasi. Faktor penghambat utama meliputi kurangnya
itikad baik para pihak, sikap egois untuk menguasai tanah, minimnya pemahaman
masyarakat tentang mediasi, serta keterbatasan kompetensi sertifikasi mediator. Upaya
yang dilakukan Kantor Pertanahan meliputi pendekatan persuasif, optimalisasi
program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk menjamin kepastian
hukum, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan teknik
negosiasi.

Kata Kunci: Sengketa Tanah, Mediasi, Kantor Pertanahan, Kepastian Hukum.
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ABSTRACT

Land is a vital asset for the people of Yogyakarta City, possessing high
economic, social, and cultural value. However, limited land availability often
triggers complex land disputes. Although regulations for handling land cases have
been updated through Ministerial Regulation of ATR/BPN Number 21 of 2020, field
practice shows that the effectiveness of mediation still faces significant challenges,
as evidenced by the low number of settlements achieved at the Yogyakarta City Land
Office. The main problem of this study is the role of the Yogyakarta City Land Office
in resolving land disputes through mediation based on this updated regulation, as
well as the inhibiting factors and solutions implemented to overcome obstacles in
the mediation process.

This research is a descriptive field study using an empirical juridical
approach to analyze the effectiveness of legal regulations in real-world practice.
Primary data was obtained through direct interviews with staff from the Dispute
Control and Handling Section at the Yogyakarta City Land Office, while secondary
data was obtained from a literature review of relevant laws and regulations. Data
analysis was conducted qualitatively using Satjipto Rahardjo's Legal Protection
Theory framework to examine human rights protection, as well as Gustav
Radbruch's Legal Certainty Theory, which emphasizes the values of justice, utility,
and certainty within the legal system.

The results indicate that the Yogyakarta City Land Olffice has exercised its
authority as a neutral mediator and dialogue facilitator in accordance with the
procedures of the Minister of ATR/BPN Regulation Number 21 of 2020. However,
the results have not been optimal because its function is only facilitative, not
executive. Of the 47 dispute complaints received between 2022 and 2025, only six
cases resulted in amicable settlements through mediation. The main inhibiting
factors include a lack of good faith on the part of the parties, a selfish desire to
control land, limited public understanding of mediation, and limited mediator
certification competency. Efforts undertaken by the Land Office include a
persuasive approach, optimizing the Complete Systematic Land Registration
(PTSL) program to ensure legal certainty, and improving the quality of human
resources through negotiation techniques training.

Keywords: Land Dispute, Mediation, Land Office, Legal Certainty.
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah dipandang sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan
untuk menjadi tempat hidup bagi makhluk hidup. Oleh karena itu, manusia
sangat bergantung pada tanah untuk kelangsungan hidup serta memenuhi
kebutuhan seperti tempat tinggal, bercocok tanam, dan aktivitas lainnya.!
Tanah merupakan hak fundamental setiap individu yang dijamin oleh Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya pada Pasal
33 ayat (3) yang menyatakan bahwa "Bumi, air, dan kekayaan tanah adalah
bagian penting dalam kehidupan manusia untuk kelangsungan hidup.”
Hubungan manusia dengan tanah tidak hanya sebatas sebagai tempat tinggal,
tetapi lebih dari itu, tanah berfungsi sebagai sumber daya vital bagi kehidupan
manusia.

Seiring dengan kemajuan kehidupan manusia, peningkatan kebutuhan
akan tanah tidak diikuti dengan bertambahnya ketersediaan tanah, sehingga
menimbulkan dampak serius pada hubungan antara manusia dengan tanah serta
antar sesama manusia yang berkaitan dengan tanah. Salah satu akibatnya
adalah adanya tuntutan dari masyarakat yang merasa hak keperdataannya
selama 1ini diabaikan secara signifikan, yang juga berdampak pada

meningkatnya masalah pertanahan. Sengketa tanah menjadi isu yang terus

! Samun Ismaya, Pengantar Hukum Agraria, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h.27.



muncul dan relevan dari waktu ke waktu, seiring dengan pertumbuhan
penduduk, perkembangan pembangunan, dan meluasnya akses berbagai pihak
untuk memperoleh tanah sebagai modal utama bagi berbagai kepentingan.?
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Pokok-Pokok Agraria dalam Pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa
pengertian bumi mencakup tidak hanya permukaannya, tetapi juga bagian
tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Sedangkan, tanah
diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang
menyatakan bahwa “untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah
menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh peraturan pemerintah”.? Secara
konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33
ayat (3) menetapkan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk
kemakmuran rakyat. Sebagai hak dasar, kepemilikan atas tanah sangat penting
sebagai simbol eksistensi, kebebasan, dan martabat individu. Di sisi lain,
negara berkewajiban memberikan jaminan kepastian hukum atas hak atas
tanah, meskipun hak tersebut tidak bersifat mutlak dan dapat dibatasi oleh

kepentingan individu lain, masyarakat, maupun negara.*

2 Made Yudha Wismayana dan I wayan Novy Purwanto, Peran Badan Pertanahan Nasional
Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mekanisme Mediasi, Bagian Hukum Bisnis
Universitas Udayana, hlm. 2

3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria

4 Darwin Ginting, Hukum Kepemilikan Hak Atas Tanah Bidang Agribisnis, Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010, hal 2



Tanah merupakan aset vital bagi masyarakat indonesia, termasuk di
Kota Yogyakarta yang memiliki nilai ekonomi, sosial dan budaya yang tinggi.
Namun, tingginya kebutuhan dan keterbatasan lahan seringkali memicu
terjadinya sengketa pertanahan. Sengketa pertanahan dapat terjadi karena
berbagai faktor seperti tumbang tindih sertifikat tanah, warisan, batas wilayah
tanah yang tidak jelas, hingga penguasaan tanpa hak. Kondisi ini menuntut
adanya mekanisme penyelesaian yang efektif, efisien dan berkeadilan agar
tidak meinmbulkan ketidakpastian hukum dan konflik berkepanjangan di
masyarakat. Permasalahan pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dari
masa ke masa seiring dengan pertambahan penduduk, perkembangan
pembangunan dan semakin meluasnya akses bagi pihak yang memperoleh
tanah sebagai modal dasar dalam kepentingan.’

Sengketa pertanahan didefinisikan sebagai perselisihan mengenai tanah
yang terjadi antara individu, badan hukum, atau lembaga yang dampaknya
tidak luas secara sosial dan politik. Munculnya sengketa tanah biasanya diawali
dari pengaduan oleh satu pihak, baik individu maupun badan hukum, yang
menyampaikan keberatan dan klaim hak atas tanah terkait status, prioritas, atau
kepemilikan. Pihak tersebut berharap mendapatkan penyelesaian secara

administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.®

5 Rosiana, Junaidi Tarigan ” ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAAN SENGKETA
TANAH MELALUI MEDIASI” JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA, Vol 4:2 2022, hlm 33

6 Isnaini dan Anggraeni Lubis, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, (Medan: Pustaka
Prima, 2022)



Sebagai satu-satunya lembaga yang menangani masalah pertanahan di
Indonesia, Badan Pertanahan Nasional memiliki tugas sesuai dengan Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3, yaitu merumuskan
dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian serta penanganan
sengketa dan perkara pertanahan.’

Penyelesaian kasus pertanahan tidak hanya dapat dilakukan melalui
pengadilan atau jalur litigasi, yang seringkali memakan waktu lama,
melelahkan, dan memerlukan biaya besar, serta berpotensi merusak hubungan
antara pihak-pihak yang bersengketa,® Kasus pertanahan juga dapat
diselesaikan melalui jalur di luar pengadilan atau non-litigasi yang dikenal
dengan Alternatif Dispute Resoulution (ADR). Metode Alternatif Dispute
Resoulution dianggap lebih efektif dalam pelaksanaannya sekaligus menjaga
hubungan personal antara pihak-pihak yang bersengketa. Mengenai ADR, hal
ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang pada Pasal 1 angka (10) menyebutkan
mediasi sebagai salah satu bentuk Alternatif Dispute Resoulution.’

Mediasi adalah salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa
yang menggunakan pendekatan win-win solution dengan proses yang lebih

sederhana, bertujuan memberikan keadilan yang lebih memuaskan bagi para

7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 3 Tentang Badan
Pertanahan Nasional

8 Erman Raja gukguk, Arbitrase dalam Putusan Pengadilan, (Jakarta: Chandra Pratama,
2000), hlm. 103

® Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa



pihak. Dalam mediasi, mediator berperan sebagai fasilitator yang menampung
aspirasi kedua belah pihak untuk mencapai solusi terbaik bersama.!°
Penyelesaian masalah pertanahan menjadi salah satu fungsi dan
kewenangan Badan Pertanahan Nasional yang secara otomatis memberikan
layanan non-litigasi berupa mediasi kepada para pihak yang bersengketa, guna
mencapai kesepakatan damai tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini diatur
dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Pasal 43 ayat (2) tentang Penanganan dan
Penyelesaian Kasus Pertanahan, yang menyatakan bahwa "penyelesaian kasus
dapat dilakukan melalui mediasi," dan mediasi tersebut dapat dilakukan oleh
atau berdasarkan inisiatif para pihak.
1. Kementrian, Kantor Wilayah, Kantor Pertanahan sesuai kewenangan
dan/atau atas inisiatif pihak yang bersengketa; atau
2. Perorangan atau lembaga atas inisiatif pihak yang bersengketa.'!
Menurut Moore, mediasi adalah suatu intervensi dalam sengketa atau
negosiasi oleh pihak ketiga yang diterima, bersikap netral dan tidak memihak,
serta tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan tujuan
membantu para pihak yang berselisth mencapai kesepakatan secara sukarela

dalam menyelesaikan masalah yang dipersengketakan.!? Selain itu, mediasi

19D, Y. Wiranto, Hukum Acara ediasi dalam Perkara Perdata di ngkungan Peradilan Umum
dan Peradilan agama menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan,
(Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 24

! Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penganan Dan Penyelesaian
Kasus Pertanahan, Pasal 1 ayat (11)

12 Joni Emirzon, Alternatif Penyeleseaian Sengketa Di Luar Pengadilan: Negosiasi,
Mediasi, Konsultasi, Arbitrase, (Jakarta, Gramedia 2021)



juga memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk
mencapai kesepakatan secara damai dan kekeluargaan, sehingga dapat
mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Untuk mencapai tujuan ini, Peraturan Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 mengatur
mekanisme penyelesaian dan penanganan kasus melalui mediasi, yaitu
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada musyawarah untuk mufakat demi
kebaikan bersama para pihak. Salah satu poin penting dalam peraturan ini
adalah pengaturan khusus mengenai mediasi sebagai salah satu metode
penyelesaian kasus pertanahan yang bersifat musyawarah dan mufakat, yang
melibatkan para pihak yang bersengketa dengan difasilitasi oleh mediator dari
instansi pertanahan maupun mediator independen. Peraturan ini menetapkan
bahwa mediasi wajib dihadiri oleh para pihak prinsipal dan apabila terjadi
kesepakatan, hasil mediasi dituangkan dalam akta perdamaian yang dapat
didaftarkan di pengadilan sebagai dasar hukum yang mengikat bagi para pihak.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan oleh penulis di atas maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “KEWENANGAN KANTOR
PERTANAHAN DALAM MEDIASI KASUS SENGKETA TANAH DENGAN
MEDIASI DI KOTA YOGYAKARTA (STUDI PERATURAN MENTERI

ATR/BPN NOMOR 21 TAHUN 2020)”



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan

beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1.

Bagaimana Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
memediasi sengketa tanah melalui mediasi berdasarkan Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020?

Apa saja faktor penghambat dan solusi penyelesaian sengketa tanah

melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan

1.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permsalahan diata,

adapun tujuan yang ingin dicapai penulis sebagai berikut:

a. Mengetahui bagaimana pelaksanaan mediasi sengketa pertanahan
oleh Kantor Pertanahan di Kota Yogyakarta sesuai dengan
ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

b. Mengkaji hambatan atau kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan
dalam melaksanakan mediasi sengketa pertanahan serta upaya-
upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam
pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum

agraria dan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) melalui



mediasi. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi
atau literatur tambahhan kepustakaan mengenai mekanisme
penyelesaian sengketa pertanahan secara non-litigasi, terutama
mediasi yang difasilitasi oleh Kantor Pertanahan sesuai Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini juga dapat
memperdalam pemahaman tentang kendala, upaya serta peran
institusi negara dalam penerapan peraturan terkait mediasi
sengketa pertanahan, sehingga dapat dijadikan dasar bagi
penelitian-penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama
Kegunaan Praktis
1) Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan dan
mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan
masalah pertanahan, dalam upaya mengatasi kendala yang
dihadapi pada efektivitas penyelesaian sengketa pertanahan
melalui mekanisme alternative dispute resolution dalam
perspektif hak asasi manusia di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta
2) Bagi Penulis
Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk
memperdalam pemahaman dan penguasaan ilmu hukum
agraria, khususnya terkait mekanisme penyelesaian sengketa

tanah melalui mediasi sesuai Peraturan Menteri ATR/BPN



Nomor 21 Tahun 2020. Penelitian ini juga dapat membantu
penulis mengembangkan kemampuan analisis dan kritis dalam
menelaah peran Kantor Pertanahan serta efektivitas mediasi
sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan.
D. Telaah Pustaka
Berdasarkan penelurusan literatur yang penyusun lakukan terhadap karya
ilmuah yang ada, ditemukan beberapa karya ilmiah yang juga membahas
mengenai tema yang penyusun angkat dalam penelitian ini. Adapun beberapa
literatur yang telah penyusun temukan dan rangkum adalah sebagai berikut:
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Peraturan ini
merupakan kebijakan hukum positif yang menjadi dasar operasional bagi BPN
dalam menyelesaikan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan secara
administratif maupun melalui mekanisme mediasi non-litigasi. Regulasi ini
lahir sebagai respon atas kelemahan peraturan sebelumnya (Permen 11 Tahun
2016) yang dinilai belum efektif memberikan kepastian hukum dan kecepatan
pelayanan dalam penyelesaian kasus tanah. Secara praktis, Permen ATR/BPN
No. 21 Tahun 2020 juga memperluas akses keadilan bagi masyarakat karena
membuka ruang bagi penyelesaian konflik tanah tanpa harus menempuh jalur
pengadilan yang mahal, lama, dan kaku secara prosedural.
Skripsi yang disusun oleh Ulfatur Rosyida dengan judul “Peran Kantor
Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah

Dengan Mediasi di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan
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Keadilan dan Kepastian Hukum”.!* Adapun tujuan dari penelitian ini adalah
untuk mengetahui hal-hal apa saja yang dilakukan dan diusahakan oleh kantor
Badan Pertanahan Yogyakarta dalam menangani kasus sengketa tanah dengan
mediasi di Kota Yogyakarta padatahun 2018-2019, serta untuk mengetahui
usaha dan kendala kantor Badan Pertanahan Kota Yogyakarta dalam
menangani kasus sengketa tanah dengan mediasi di Kota Yogyakarta. Skripsi
ini adalah yang paling dekat dengan penelitian yang dilakukan penulis karena
sama-sama membahas tentang penyelesaian sengketa pertanahan dengan
mediasi di kota yogyakarta. Perbedaannya terletak pada penelitian yang
dilakukan guna untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta periode
penelitian yang berbeda. Penelitian yang dilakukan penulis lebih terfokus pada
penyelesaian sengketa mediasi oleh Badan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta
menurut Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.

Artikel yang ditulis oleh Nabila Nastiti Dewi, Herma Setiasih dengan
judul “Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan
Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus di Kantor Pertanahan
Kota Surabaya)”.!* membahas mengenai implementasi Peraturan Menteri
ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 dalam proses penyelesaian sengketa tanah

melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1.

13 Ulfatur Rosyida “Peran Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta Dalam Penyelesaian Kasus
Sengketa Tanah Dengan Mediasi Di Kota Yogyakarta Tahun 2018-2019 Guna Mewujudkan
Keadilan dan Kepastian Hukum” Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2019

14 Nabila Nastiti Dewi, Herma Setiasih dengan judul “Penyelesaian Sengketa Tanah
Melalui Mediasi Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020 (Studi Kasus di
Kantor Pertanahan Kota Surabaya)” DEKRIT (Jurnal Magister Ilmu Hukum) Vol. 14 No. 1 (2024)
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Penelitian tersebut menggunakan metode penelitian empiris dengan
pendekatan deskriptif analitis melalui wawancara dan observasi langsung di
Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
proses penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota
Surabaya 1 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan tahapan yang diatur
dalam Pasal 44 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Kantor
Pertanahan berperan sebagai mediator yang bersifat netral dan tidak memiliki
kewenangan untuk mengambil keputusan dalam sengketa tanah, melainkan
hanya membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.

Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa mediasi dilakukan melalui
beberapa tahapan, mulai dari pengaduan, pengumpulan data, analisis kasus,
pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan mediasi. Hasil mediasi yang
mencapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam akta perdamaian yang
dapat didaftarkan ke Pengadilan Negeri agar memiliki kekuatan hukum
mengikat. Namun demikian, terdapat perbedaan dan celah penelitian (research
gap) antara penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan penulis.

Penelitian Nabilla Nastiti Dewi dan Herma Setiasih lebih
menitikberatkan pada implementasi mekanisme mediasi dan tahapan
penyelesaian sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1. Fokus
penelitian tersebut adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan mediasi telah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020.
Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kewenangan

Kantor Pertanahan dalam penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kota
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Yogyakarta, termasuk batas-batas kewenangan Kantor Pertanahan sebagai
mediator serta perannya dalam memberikan perlindungan hukum dan
kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Selain itu, penelitian ini
juga mengkaji secara lebih mendalam mengenai faktor penghambat dan upaya
yang dilakukan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam pelaksanaan
mediasi, yang tidak menjadi fokus utama dalam penelitian sebelumnya.

Jurnal yang ditulis oleh Rosiana dan Junaidi Tarigan dengan judul
“Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi”.!> Membahas
mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan melalui jalur mediasi
sebagai bagian dari Alternative Dispute Resolution (ADR). Artikel tersebut
menjelaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian yang lebih cepat,
tidak formal, dan berorientasi pada kesepakatan damai (win-win solution)
dibandingkan dengan jalur litigasi melalui pengadilan.

Dalam pembahasannya, artikel ini menekankan peran Badan
Pertanahan Nasional sebagai mediator administratif, yang bertugas
memfasilitasi komunikasi para pihak, menjaga netralitas, serta menghasilkan
kesepakatan tertulis yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.
Regulasi yang digunakan dalam artikel tersebut masih merujuk pada Peraturan
Kepala BPN Tahun 2011 dan UU No. 30 Tahun 1999, sehingga kajian mediasi
yang disampaikan bersifat umum dan belum mengacu pada kebijakan terbaru

Kementerian ATR/BPN. Berbeda dengan artikel tersebut, penelitian ini secara

15 Rosiana, Junaidi Tarigan > ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAAN SENGKETA
TANAH MELALUI MEDIASI” JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA, Vol 4:2 2022
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khusus menempatkan kajian mediasi dalam kerangka hukum terbaru, yaitu
Permen ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020, yang merupakan regulasi mutakhir
yang memperbarui tata cara penyelesaian sengketa tanah melalui mekanisme
mediasi di lingkungan Kantor Pertanahan.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan proses
mediasi secara umum, tetapi juga untuk menganalisis peran Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan kebijakan baru tersebut, serta
menilai apakah mekanisme mediasi yang dijalankan telah sesuai dengan
ketentuan normatif yang ditetapkan pemerintah.

Skripsi yang disusun oleh Hendri Dhimas Irawan dengan judul “Peran
Badan Pertanahan (BPN) Kota Yogyakarta Dalam Proses Penyelesaian
Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Mediasi”.'® Adapun tujuan dari
penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan
tanah melalui mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota
Yogyakarta dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Maslahah Mursalah
terhadap penyelesaian sengketa kepemilikan tanah melalui medaisi oleg Badan
Pertanahan Nasional (BPN) Kota Yogyakarta. Penelitian tersebut menganalisis
proses mediasi yang dilakukan oleh BPN dan mengaitkannya dengan teori
keadilan John Rawls serta konsep Maslahah Mursalah, sehingga pendekatan

yang digunakan lebih bersifat filosofis dan nilai-nilai keadilan sosial.

16 Hendri Dhimas Irawan “Peran Badan Pertanahan (BPN) Kiota Yogyakarta Dalam Proses
Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Melalui Mediasi” Skripsi Universitas Islam Negeri
Sunan Kalijaga Yogyakarta 2024
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Dengan demikian, penelitian Hendri tidak secara khusus mendasarkan
analisisnya pada ketentuan normatif terbaru dari pemerintah, melainkan lebih
menekankan pada penilaian keadilan dan kemanfaatan hukum dari proses
mediasi yang dilakukan oleh BPN. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan
peran BPN dalam proses mediasi, tetapi juga mengukur kesesuaian antara
praktik lapangan dengan regulasi resmi yang dikeluarkan pemerintah, sehingga
bersifat normatif yuridis dan evaluatif terhadap kebijakan negara. Dengan
demikian, penelitian ini lebih spesifik dan bersifat aktual, karena menggunakan
aturan terbaru sebagai landasan utama analisis, sekaligus memberikan
gambaran implementasi kebijakan secara nyata di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta.

E. Kerangka Teori
1. Teori Perlindungan

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan

pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati
semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.'” Sedangkan menurut

C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang

harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa

aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai

17 Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.54.
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ancaman dari pihak manapun.'® Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa
perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau
memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan
perangkat-perangkat  hukum.!”  Muchsin  menyatakan bahwa
perlindungan hukum berfokus pada

menciptakan ketertiban dalam pergaulan hidup antar manusia melalui
penerapan nilai-nilai hukum dalam sikap dan tindakan. Perlindungan
hukum bisa berupa tindakan preventif atau represif, baik lisan maupun
tertulis, yang bertujuan untuk memastikan keadilan, ketertiban,
kepastian, manfaat, dan kedamaian dalam masyarakat.

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau
ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai
pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus
menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil
dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.
Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab

secara normatif, bukan sosiologi.?!

18 C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,
Jakarta, h.102.

9 Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada
University Press, Yogyakarta, h.10.

20 Muchsin, 2003, Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia,
Universitas Sebelas Maret, Surakarta, him. 14

2l Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum,
Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59
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Gagasan mengenai asas kepastian hukum ini awalnya
diperkenalkan oleh Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul
“einfiihrung in die rechtswissenschaften”. Radbruch menuliskan
bahwa di dalam hukum terdapat 3 (tiga) nilai dasar, yakni:3 (1)
Keadilan (Gerechtigkeit); (2) Kemanfaatan (Zweckmassigkeit); dan (3)
Kepastian Hukum (Rechtssicherheit).?

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma
adalahpernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das
sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus
dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang
deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat
umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam
bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun
dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi
batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan
terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut
menimbulkan kepastian hukum.?

3. Penyelesaian Sengketa
Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan

menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau

22 Gustav Radbruch, Einfithrung in die Rechtswissenschaften, (Leipzig: Quelle & Meyer,
1948).

23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.
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pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab
terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk
mengakhiri sengketa tersebut. Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin
mengemukakan teori
tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu: Contending
(bertanding), Yielding (mengalah), Problem solving (pemecahan
masalah), With drawing (menarik diri), In action (diam).**
a. Contending (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi
yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya.
b. VYielding (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan
bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
c. Problem solving (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif
yang memuaskan dari kedua belah pihak.
d. With drawing (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi
sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
e. In action (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti
dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan
investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Untuk mencapai sasaran
yang tepat bagi penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai

berikut :

24 Dean G Pruitt, Konflik Sosial, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2004, h. 4-6.
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1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penyusun dalam penyusunan skripsi
ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian lapangan
yang dilakukan langsung diobjek penelitian guna memperoleh data-
data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang dalam hal ini dilakukan
di Kantor Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta.?®

2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah bersifat
deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dipakai untuk
menggambarkan atau mendeskripsikan suatu kondisi atau keadaan
yang sedang terjadi yang tujuannya dapat memberikan data seteliti
mungkin mengenai objek penelitian.

3. Pendekatan Penelitian
Penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu
pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa sejauh mana suatu
aturan hukum berlaku secara efektif.?® Pendekatan yuridis ialah
berfungsi untuk menganalisa mengenai aturan-aturan yang berlaku
mengenai Penyelesaian Sengketa dengan Mediasi. Sedangkan empiris
ialah digunakan untuk menganalisa sejauh mana aturan tersebut efektif

dalam menangani Penyelesaian Kasus Pertanahan dengan Mediasi

%5 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan
Hukum Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 34

26 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti,
2004), hal. 134
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apakah telah menciptakan asas keadilan dan kepastian hukum bagi para

pihak yang bersengketa.

Sumber Data

a)

b)

Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil studi
kepustakaan, baik itu dari peraturan perundang-undangan yang
terkait dengan proses penyelesaian sengketa tanah dengan mediasi,
dokumen-dokumen, buku buku literatur, jurnal, artikel mauoun
sumber lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dengan melaukan penelitian
dilapangan melalui wawancara dan mengumpulkan data-data yang
berhubungan dengan permasalahan yang penyusun teliti. Yaitu
wawancara dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta.
Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data pendukung yang digunakan
untuk melengkapi data primer dan data sekunder seperti kamus

hukum, kamus bahasa indonesia dan internet.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun dalam

penelitian ini adalah
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a. Wawancara
Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi maupun data-
data yang berkaitan dengan penelitian serta dengan mengajukan
pertanyaan-pertanyaan kepada staf Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang
diteliti oleh peneliti. Metode wawancara dapat dilakukan secara
terstruktur maupun tidak terstruktur, dan bisa dilakukan dengan
cara tatap muka (face to face), telepon atapun email serta metode
lainnya.

b. Dokumentasi
Metode pengumpulan data dengan dokumentasi adalah
mengumpulkan data-data yang diperlukan seperti jurnal, dokumen-
dokumen dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.

Analisis Data

Setelah data yang diperlukan penulis sudah dianggap cukup, kemudian

penulis melakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam

penelitian ini didasarkan pada penelitian kualitatif. Metode ini dipilih

karena penelitian ini bersifat deskriptif dan bertujuan untuk memahami

secara mendalam proses, peran, dan kendala yang dihadapi dalam

pelaksanaan mediasi sengketa tanah di Kantor Pertanahan Kota

Yogyakarta.
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G. Sitematika Pembahasan
Sistematika dalam penulisan ini dibagi dalam beberapa bab yang mempunyai
sub-sub bab, dan masing-masing bab itu saling berkaitan satu dengan yang
lainnya, maka sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah,
Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode
Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, bab ini berisi tentang tinjauan umum penyelesaian sengketa
pertanahan dengan mediasi

Bab ketiga, bab ini berisi gambaran umum tentang Kantor Pertanahan
Kota Yogyakarta

Bab keempat, bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan
dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu tentang penyelesaian sengketa
tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta serta faktor yang
menghambat beserta solusinya dalam proses penyelesaian sengketa
pertanahan.

Bab kelima, bab ini berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan yaitu jawaban atas rumusan masalah yang dikemukakan dan saran
merupakan tanggapan atas hasil penelitian yang bisa menjadi masukan, serta

dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran.
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PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Kewenangan Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta dalam penyelesaian
sengketa tanah melalui mediasi telah sesuai dengan ketentuan dalam
Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 21 Tahun 2020. Kantor Pertanahan
berperan sebagai mediator yang bersifat netral, tidak memihak, dan tidak
memiliki kewenangan untuk memutus sengketa, melainkan hanya
memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama.
Pelaksanaan mediasi dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis,
mulai dari pengaduan, pengumpulan data, analisis kasus, hingga proses
mediasi. Namun demikian, hasil mediasi belum sepenuhnya memberikan
kepastian hukum apabila tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan akta
perdamaian dan pendaftaran ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa
kewenangan Kantor Pertanahan masih terbatas pada fungsi fasilitatif,
bukan eksekutorial.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan Kota
Yogyakarta meliputi faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal antara
lain kurangnya itikad baik para pihak, perbedaan kepentingan yang sulit
dipertemukan, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap
mekanisme mediasi. Sementara itu, faktor internal meliputi keterbatasan

sumber daya manusia, waktu, serta belum optimalnya kemampuan

93
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mediator dalam mengelola konflik. Adapun upaya yang dilakukan oleh
Kantor Pertanahan dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain melalui
pendekatan persuasif, pemanggilan ulang para pihak, serta pemberian
pemahaman mengenai manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian
sengketa. Upaya tersebut pada dasarnya sudah cukup baik, namun belum

sepenuhnya mampu mengatasi seluruh kendala yang ada.

B. Saran

1.

Kantor Pertanahan perlu meningkatkan optimalisasi perannya dalam
penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi, tidak hanya sebagai
fasilitator administratif, tetapi juga sebagai pihak yang aktif mendorong
terciptanya kesepakatan para pihak. Selain itu, Kantor Pertanahan perlu
meningkatkan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
pentingnya mediasi sebagai penyelesaian sengketa yang cepat, efektif, dan
efisien, termasuk memberikan pemahaman terkait pentingnya pendaftaran
hasil mediasi ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum yang
mengikat. Di samping itu, Kantor Pertanahan juga diharapkan mampu
mengembangkan berbagai inovasi dalam proses mediasi, seperti
penggunaan metode mediasi yang lebih fleksibel sehingga dapat
menyesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi oleh para
pihak.

Diperlukan adanya penguatan regulasi atau kebijakan lanjutan yang dapat
memberikan daya ikat yang lebih kuat terhadap hasil mediasi tanpa harus

selalu melalui proses pengadilan.
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Peningkatan kapasitas mediator, khususnya dalam teknik negosiasi dan
komunikasi, perlu dilakukan agar proses mediasi dapat berjalan lebih
efektiff.

Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya
mediator, melalui pelatihan terkait teknik mediasi, negosiasi, dan
penyelesaian konflik.

Perlu adanya pendekatan yang lebih intensif dan persuasif kepada para

pihak untuk menumbuhkan itikad baik dalam proses mediasi.
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